




1.1 Latar Belakang 
Indonesia sebagai negara berkembang sedang giat melakukan pembangunan 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan khususnya dalam 
hal ekonomi memiliki makna sebagai proses meningkatkan pendapatan perkapita 
masyarakat dalam jangka panjang. Pembangunan dalam arti yang lebih luas yaitu 
pemanfaatan sumber daya alam dan manusia untuk mewujudkan perkembangan 
wilayah yang didalamnya mencangkup sarana pelayanan sosial ekonomi, 
aksesibilitas wilayah dan sektor unggulan. 
Permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam menghadapi pembangunan  
adalah masih tingginya nilai disparitas atau ketimpangan antar wilayah maupun 
didalam wilayah, terutama antara Jawa dan luar Jawa yang diakibatkan oleh 
penyebaran sumber daya manusia, industri, perdagangan dan jasa, infrastruktur, 
irigasi, listrik, pendidikan dan bahkan sektor pertanian. kondisi yang demikian 
dibiarkan, akibatnya adalah wilayah yang telah lebih maju akan semakin 
berkembang dan wilayah yang miskin akan semakin tertinggal, hal tersebut dapat 
diketahui melalui perbedaan PDRB setiap pulau di Indonesia dimana Pulau Jawa 
memiliki angka PDRB yang paling tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau lain 
di Indonesia, dijelaskan pada Tabel 1.1 sebagai berikut. 
Tabel 1.1 PDRB Atas Harga Yang Berlaku Pulau di Indonesia Tahun 2013 
(Miliar Rupiah) 






Nusa Tenggara 96.743,27 
Maluku 20.970,77 
Papua 144.045,33 




Tabel 1.1 menjelaskan bahwa Pulau Jawa memiliki PDRB yang paling tinggi 
dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia, bahkan perbedaan tersebut sangatlah 
signifikan. Ketimpangan wilayah terjadi karena proses pembangunan masih 
cenderung terkonsentrasi di Pulau Jawa, selain itu kondisi geografis seperti 
aksesibilitas dan juga sumber daya merupakan faktor lain yang tidak kalah 
penting. Perkembangan wilayah yang merata untuk mengurangi angka disparitas 
wilayah memerlukan pemahaman lebih lanjut mengenai potensi serta karakteristik 
yang terdapat pada suatu wilayah. 
Karakteristik yang terdapat pada setiap wilayah tentunya berbeda antara satu 
dengan yang lainnya, sehingga muncul banyak keragaman potensi sumber daya 
alam, letak geografis, kualitas sumber daya manusia, ikatan etnis atau politik yang 
dapat menjadi sebuah keunggulan dalam pembangunan disuatu wilayah,  disisi 
lain hal tersebut dapat berpotensi menjadi sumber tidak stabilnya kondisi sosial 
dan politik nasional yang berakibat pemerataan perkembangan wilayah sulit 
dicapai, dan akan kembali lagi pada permasalahan utama yaitu ketimpangan 
pembangunan yang dapat memicu nilai disparitas wilayah semakin tinggi. 
Ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat ditandai dengan rendahnya 
aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana sosial maupun tingkat perekonomian 
suatu wilayah. Ketimpangan pembangunan dalam lingkup yang lebih kecil dapat 
terjadi diantara wilayah perkotaan dan pedesaan, ditunjukan oleh rendahnya 
tingkat kesejahteraan masyarakat desa dan tertinggalnya pembangunan kawasan 
pedesaan dibandingkan dengan perkotaan. Ketimpangan pembangunan 
antarwilayah tersebut sangat berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat 
pada wilayah yang bersangkutan, seperti timbulnya masalah kecemburuan dan 
ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ketimpangan yang ada. 
Upaya yang dilakukan Indonesia untuk meminimalisir ketimpangan 
pembangunan yang terjadi yaitu dengan mengadakan reformasi besar-besaran 
yang berujuk pada diberlakukannya sistem desentralisasi. Sistem tersebut 
melimpahkan wewenang dari pusat ke daerah, dimana pemerintah daerah dapat 
mengambil kebijakan publik yang sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki 
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masing-masing. Otonomi daerah ini diharapkan daerah mampu mengembangkan 
daerahnya yang juga sesuai dengan potensi dan apa yang diinginkan oleh 
masyarakatnya, agar setiap kebijakan yang akan diambil mampu menciptakan 
pengembangan pembangunan daerah secara merata. 
Perencanaan yang merata pada setiap wilayah yang tidak hanya terfokus di 
pusat kota mampu pendorong aktivitas ekonomi wilayah yang akan berpengaruh 
terhadap perkembangan suatu wilayah. Pengembangan wilayah yang baik 
tercemin dari pengembangan fungsi tertentu dari unit wilayah, mencangkup fungsi 
sosial, ekonomi, budaya, politik, maupun pertahanan dan keamanan yang 
mempunyai cakupan keterkaitan antar kawasan. Salah satu tujuan pengembangan 
wilayah adalah pemerataan kesejahteraan antar wilayah (Lincolin,2011). 
Perkembangan pembangunan secara merata dapat dilakukan dengan 
memaksimalkan potensi yang ada pada setiap wilayah, karena kemampuan suatu 
wilayah untuk memacu pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada 
keunggulan atau saya saing ektor ekonomi yang terdapat pada wilayah, sesuai 
dengan sumber daya masing-masing. 
Pemahaman mengenai kondisi wilayah sangat diperlukan untuk mengkaji 
informasi objektif yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan tiap daerah 
mengenai kesenjangan yang terjadi, serta gambaran posisi relatif keadaan daerah 
terhadap daerah lain disekitarnya. Informasi tersebut dapat menjelaskan kinerja 
tiap daerah dan perbandingannya terhadap daerah lain, lebih lanjut juga 
diharapkan bisa diketahui corak keadaan tiap daerah atau kelompok daerahnya. 
Upaya orientasi yang demikian diharapkan dapat mengatasi permasalahan 
ketimpangan dan mengurangi kesenjangan atau disparitas wilayah. 
Pacitan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa 
Timur, terbagi menjadi 12 kecamatan, meliputi, Kecamatan Donoharjo, Punung, 
Pringkulu, Pacitan, Keboagung, Arjosari, Nawangan, Bandar, Tegalombo, 
Tulakan, Ngadirojo dan Sudimoro. Wilayahnya membentang sepanjang pantai 
selatan Pulau Jawa. Terletak di antara Kabupaten Ponorogo sebelah utara, 
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Kabupaten Trenggalek sebelah timur, Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa 
Tengah) sebelah barat dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, 
lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut. 
 
Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Pacitan 
Secara umum kondisi perekonomian Pacitan cukup stabil, namun 
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan pada tahun 2012 sampai dengan 2015 
mengalami perlembatan dari 6,33 % pada tahun 2012 menjadi 5,10 % pada tahun 
2015. Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 mengalami percepatan dibanding tahun 








Gambar 1.2 Grafik pertumbuhan ekonomi Pacitan tahun 2012 sampai 2016 
Sumber : PDRB Pacitan Menurut Lapangan Usaha 2012-2016 
Pertumbuhan ekonomi yang cendrung lambat berdampak pada perkembangan 
wilayah Kabupaten Pacitan menjadi cukup rendah jika dibandingkan dengan 
wilayah-wilayah lain di Provinsi Jawa Timur, ditandai dengan perbandingan 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita atas dasar harga yang berlaku 
per kabupaten di Provinsi Jawa Timur antara tahun 2014 sampai 2016. Tercatat 
Kabupaten Pacitan selalu menempati urutan terendah bersama dengan Kabupaten 
Ponorogo, Ngawi dan Sampang, lebih jelasjnya dapat dilihat pada Tabel 1.2 
berikut. 
Tabel 1.2 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Yang Berlaku Jawa Timur 2014-
2016. 
Kabupaten/Kota di Jawa 
Timur 
PDRB Perkapita ADHB (Ribu  Rupiah) 
2014 2015 2016 
Kota Kediri 315.369.10 348.015.20 379.190.70 
Kota Surabaya 128.921.60 142.604.60 157.730.20 
Gresik 75.545.80 80.174.90 84.899.60 
Sidoarjo 63.172.80 68.993.90 74.410.90 
Pasuruan 60.453.40 66.240.00 72.085.00 
Kota Malang 55.039.30 60.876.80 66.758.10 
Kota Batu 51.660.20 57.408.40 63.776.50 
Kota Madiun 52.833.10 58.240.40 63.696.50 
Mojokerto 49.699.70 54.446.20 59.287.40 
Tuban 38.184.60 41.753.60 45.158.30 
Bojonegoro 41.004.50 39.306.50 44.810.00 
Kota Mojokerto 35.502.00 38.835.20 42.492.30 
Banyuwangi 33.607.00 37.751.30 41.468.20 
Kota Probolinggo 32.013.80 35.249.40 38.460.00 
Kota Blitar 31.806.30 34.946.50 38.334.20 
Kota Pasuruan 27.656.90 30.541.20 33.435.30 
Malang 26.089.50 29.022.50 31.940.10 
Tulungagung 25.374.60 27.825.40 30.335.50 
Sumenep 26.528.70 25.329.60 26.902.90 
Lamongan 21.653.20 24.201.20 26.686.30 
Jember 21.131.80 23.421.30 25.824.70 
6 
 
Lumajang 21.417.70 23.701.30 25.769.60 
Jombang 21.335.80 23.487.50 25.642.20 
Blitar 21.161.10 23.377.20 25.516.20 
Probolinggo 20.444.90 22.523.90 24.430.20 
Magetan 20.051.10 22.123.30 24.192.60 
Situbondo 20.028.30 22.093.00 24.177.30 
Tabel Lanjutan. 
Kabupaten/Kota di Jawa 
Timur 
PDRB Perkapita AHDB 
2014 2015 2016 
Pacitan 19.094.10 21.035.60 23.115.40 
Madiun 18.593.50 20.561.20 22.458.70 
Trenggalek 17.904.80 19.783.40 21.576.70 
Kediri 18.035.80 19.715.20 21.362.60 
Bondowoso 17.272.30 19.030.00 20.727.40 
Bangkalan 22.952.70 20.118.30 20.758.00 
Nganjuk 16.617.30 18.356.80 20.186.50 
Ngawi 16.081.00 18.091.80 19.928.10 
Ponorogo 15.470.20 17.196.30 18.899.60 
Sampang 15.799.00 15.688.80 17.140.40 
Pamekasan 13.234.90 14.550.20 15.833.60 
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Tahun 2014 - 2016 
Pada dasarnya Kabupaten Pacitan telah memiliki peraturan mengenai RPJP 
(Rencana Pembangunan Jangka Panjang) yang berhubungan dengan 
pembangunan dan pengembangan wilayah, dijelaskan pada Bab III (Deskripsi 
wilayah). Kabupaten Pacitan juga termasuk dalam Satuan Wilayah 
Pengembangan (SWP) Jawa Timur bersama kabupaten lain meliputi, Kabupaten 
Madiun, Ngawi, Madiun dan Ponorogo yang memiliki rencana fungsi wilayah 
sebagai: (1) pemerintahan, (2) pertanian, (3) perkebunan, (4) perikanan, (5) 
pertambangan, (6) pendidikan, (7) kesehatan, (8) pariwisata. Sektor pertanian 
menjadi yang paling dominan di Kabupaten Pacitan. 
Peraturan daerah tersebut menunjukkan bahwa secara konsepsi Kabupaten 
Pacitan memang telah membentuk perencanaan pemerataan perkembangan 
wilayah. Kenyataannya pemerataan perkembangan wilayah belum terealisasi 
dengan baik. Pemusatan kegiatan yang hanya pada wilayah-wilayah tertentu saja 
menjadikan pemerataan perkembagan wilayah belum tercapai secara maksimal. 
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Aktivitas ekonomi yang masih terkonsentrasi di pusat ibukota kabupaten 
menjadikan wilayah-wilayah yang berada jauh dari daerah tersebut akan semakin 
tertinggal. Kondisi yang demikian tentunya tidak dapat menampik kemungkinan 
meningkatnya kesenjangan atau disparitas wilayah dan ketidakmerataan 
pembangunan yang menimbulkan masih banyaknya wilayah tertinggal di 
Kabupaten Pacitan. Fenomena tersebut mendorong penduduk untuk menuju 
pusat-pusat pelayanan, sehingga menimbulkan kepadatan penduduk di wilayah 
perkembangan semakin tinggi, dan berdampak pada tingkat kesenjangan di 
wilayah lain yang perkembangannya cenderung tertinggal semakin besar, lebih 
jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut. 
Tabel 1.3 Kepadatan Penduduk dan PDRB Atas Dasar Harga Yang Berlaku 
Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pacitan Tahun 2016 
Kecamatan Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km
2
) PDRB (Juta Rupiah) 
Arjosari 357 1.230.644 
Bandar 386 1.016.834 
Donorojo 353 951.801 
Kebonagung 365 1.231.338 
Nawangan 420 900.054 
Ngadirojo 516 892.429 
Pacitan 1.000 1.423.836 
Pringkuku 259 1.251.929 
Punung 341 959.040 
Sudimoro 493 805.260 
Tegalombo 370 1.149.629 
Tulakan 537 1.101.095 
Jumlah 357 12.766.619 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan, Tahun 2017. 
Tabel 1.3 menunjukkan perkembangan pembangunan wilayah yang tidak 
merata salah satunya ditandai dengan terkonsentrasinya kepadatan penduduk 
hanya di wilayah-wilayah yang menjadi pusat kegiatan, terlebih lagi jika wilayah 
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kecamatan tersebut dilalui oleh jalur transportasi masal yang strategis dan terdapat 
kegiatan ekonomi yang cukup untuk lapangan usaha penduduk serta kemudahan 
pelayanan-pelayanan berikut tersedianya sarana prasarana sosial ekonomi yang 
memadai. Kepentingan penduduk untuk berdagang, bekerja maupun kegiatan 
sosial ekonomi lainnya juga menjadi salah satu faktor padatnya penduduk di 
kecamatan tertentu. Antisipasi pada daerah-daerah yang kepadatan penduduknya 
rendah perlu dilakukan agar tidak menimbulkan kesenjangan. Salah satu caranya 
adalah melengkapi fasilitas sosial ekonomi yang memadai dan mengembangkan 
masing-masing kecamatan sesuai dengan potensinya, agar dapat tercipta 
pemerataan kepadatan peduduk dan muncul pusat-pusat pertumbuhan baru 
disetiap wilayah. 
Berdasarkan latar belakang dan beberapa data yang telah diuraikan, 
Kabupaten Pacitan masih perlu melakukan pemerataan dan perencanaan 
pengembangan wilayah dengan masing-masing sektor unggulan disetiap wilayah, 
sehingga Peneliti telah melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS 
TINGKAT PERKEMBANGAN DAN DISPARITAS WILAYAH DI 
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 DAN 2016”. 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diambil 
beberapa rumusan permasalahan antara lain: 
1. bagaimana tingkat perkembangan wilayah perkecamatan di Kabupaten 
Pacitan tahun 2011 dan 2016?, 
2. bagaimana nilai disparitas wilayah yang terjadi di Kabupaten Pacitan?, 
3. bagaimana sektor unggulan basis dan non basis di Kabupaten Pacitan?, 
dan 
4. bagaimana arahan pengembangan pembangunan di Kabupaten Pacitan?. 
1.3 Tujuan Penelitian 




1. mengetahui dan menganalisis tingkat perkembangan wilayah 
perkecamatan di Kabupaten Pacitan tahun 2011 dan 2016, 
2. mengetahui dan menganalisis disparitas yang terjadi di Kabupaten 
Pacitan, 
3. mengetahui dan menganalisis sektor unggulan basis dan non basis di 
Kabupaten Pacitan, dan 
4. menganalisis arahan pengembangan pembangunan yang tepat di 
Kabupaten Pacitan. 
1.4 Kegunaan Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis 
maupun praktis yaitu: 
1. mengembangkan ilmu pengetahuan yang secara teori khusunya bidang 
geografi yang berkaitan dengan tentang perkembangan wilayah, 
2. menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai perkembangan wilayah, 
disparitas, dan pengembangan pembangunan Kabupaten Pacitan serta 
menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, dan 
3. sebagai sumbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Pacitan yang 
berkaitan dengan perkembangan wilayah, untuk kemudian dijadikan 
bahan pertimbangan dalam penyusunan kegiatan yang berkaitan dengan 
pembangunan wilayah. 
 
1.5 Telaah Putaka & Penelitian Sebelumnya 
1.5.1 Telaah Pustaka 
a. Ruang & Pewilayahan 
Ilmu wilayah merupakan ilmu interdisiplin yakni dari berbagai ilmu disiplin 
meliputi gografi, ekonomi regional, sosial politik dan perencanaan wilayah 
(Muta’ali, 2011). Menurut (Rustiadi, 2011), ilmu wilayah memeprtimbangkan 
ruang dan lingkungan sepanjang berkaitan dengan aspek-aspek lokasi, lokal, kota, 
desa atau wilayah. Ilmu wilayah membahas sejauh mana pengaturan-pengaturan 
dan simensi spasisal berpengaruh nyata dalam perilaku-perilaku perusahaan, 
konsumen, lembaga, penduduk dan perkembangan wilayah. Wilayah diartikan 
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sebagai suatu kesatuan ruang yang dikelompokan berdasarkan unsur tertentu 
tergantung dari tujuan analisis, konsep wilayah dibagi  menjadi lima sebagai 
berikut.  
1. Wilayah homogeny (uniform), wilayah homogen lebih menekankan aspek 
homogenitas (kesamaan) dalam kelompok dan memaksimumkan 
prbedaan (kompleksitas, varians, ragam) antarkelompok tanpa 
memperhatikan bentuk hubungan funsgional (interaksi) antar wilayah-
wilayahya atau antarkomponen didalamnya. Sumber kesamaan yang 
dimaksud dapat berupa kesamaan struktur produksi, konsusmsi, 
pekerjaan, topografi, iklim, perilaku sosial, pandangan politik, tingkat 
pendapatan, dan lain-lain. 
2. Wilayah Nodal, konsep wilayah nodal adalah salah satu konsep wilayah 
fingsional/sistem yang sederhana karena memandang suatu wilayah 
secara dikotomis (terbagai atas dua bagian). Wilayah nodal lebih berfokus 
pada peran pengendalian pengaruh pusat (node) serta hubungan 
ketergantungan pusat (nucleus) dan elemen-elemen sekelilingnya 
dibandingkan soal batas wilayah (Richardson, 1969 dalam Rustiadi, 2011) 
3. Wilayah Pesisir, didefinisikan sebagai wilayah interaksi antara daratan 
dan lautan. Bentuk wilayah ini merupakan hasil keseimbangan dinamis 
dari suatu proses penghancuran dan pembangunan dari ketiga unsur alam 
yaitu laut, darat dan udara.  
4. Wilayah perencanaan / pengelolaan (planning region atau programing 
region), wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan sifat-sifat tertentu 
pada wilayah baik sifat alamiah maupun non alamiah yang sedemikian 
rupa sehingga perlu direncanakan kesatuan willayah 
perencanaan/pengelolaan. Wilayah ini tidak selalu berwujud wilayah 
administratif. 
5. Wilayah Administratif-politis, adalah wilayah perencanaan pengelolaan 
yang memiliki landasan yurudid-politis yang paling kuat. Konsep ini 
didasarkan pada suatu kenyataan bahwa wilayah berada dalam satu 
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kesatuan politis yang umumnya dipimpin oleh suatu sistem birokrasi atau 
kelembagaan sengan otonomi tertentu. 
Pewilayahan adalah usaha membagi-bagi permukaan bumi atau bagian bumi 
tertentu untuk tujuan tertentu pula. Tujuan pewilayahan dalam kaitannya dengan 
perencanaan pengembangan wilayah bertujuan untuk menyebaratakan 
pembangunan-pembangunan, sehingga dapat dihindarkan terjadinya pemusatan 
kegiatan pembangunan yang berlebihan di daerah tertentu, kemudian menjamin 
keserasian dan koordinasi antar berbagai kegiatan pembangunan yang ada 
didaerah-daerah, serta memberikan pengarahan kegiatan pembangunan, bukan 
saja pada aparat pemerintah baik pusat maupun daerah, tetapi juga kepada 
masyarakat umum dan kepada pengusaha (Sumarmi ,2012). 
b. Teori Neo klasik 
Menurut Sjafrijal (2012), secara teoritis permasalahan ketimpangan 
pembangunan antarwilayah mula-mula dimunculkan oleh Douglas C. North 
dalam analisisnya tentang Teori Pertumbuhan Neo-klasik. Teori tersebut 
dimunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan 
ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antarwilayah. 
Menurut Hipotesis Neo-klasik tersebut pada permulaan proses pembangunan 
suatu negara, ketimpangan pembangunan antarwilayah cenderung meningkat. 
Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. 
Ketimpangan pembangunan antarwilayah akan menurun secara berangsur, jika 
proses pembangunan terus berlanjut. Berdasarkan hipotesis ini, dapat ditarik suatu 
kesimpulan sementara bahwa pada negara-negara sedang berkembang umumnya 
ketimpangan pembangunan antarwilayah cenderung lebih tinggi, sedangkan pada 
negara maju ketimpangan tersebut akan menjadi lebih rendah. Kurva ketimpangan 
pembangunan antarwilayah adalah berbentuk huruf U terbalik (revers U-shape 
curve). 
Proses pembangunan yang dilaksanakan di negara sedang berkembang justru 
akan menyebabkan ketimpangan meningkat, dikarenakan pada waktu proses 
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pembangunan baru dimulai, kesempatan dan peluang pembangunan yang ada 
umumnya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunannya sudah 
lebih baik. Daerah-daerah yang masih sangat terbelakang tidak mampu 
memanfaatkan peluang ini karena keterbatasan prasarana dan sarana serta 
rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hambatan ini tidak saja disebabkan leh 
faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor sosial budaya sehingga, akibatnya 
ketimpangan pembangunan antarwilayah cenderung lebih cepat di daerah dengan 
kondisinya lebih baik, sedangkan daerah yang terbelakang tidak banyak 
mengalami kemajuan. 
Keadaan yang berbeda terjadi di negara yang sudah maju dimana kondisi 
daerah umumnya sudah dalam kondisi yang lebih bak dari sedi sarana dan 
prasarana serta kualitas sumber daya manusia. Hambatan-hambatan sosial dan 
budaya proses pembangunan hampir tidak ada sama sekali. Kondisi yang 
demikian, setiap kesempatan peluang pembangunan dapat dimanfaatkan secara 
lebih merata antardaerah. Akibatnya, proses pembangunan pada negara maju akan 
cenderung mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah. 
c. Desentralisasi Daerah 
Efriza (2014), menjelaskan sejak tanggal 1 Januari 2001, Indonesia 
melakukan reformasi besar-besaran di bidang pemerintahan dengan 
memberlakukan sistem desentralisasi fiskal. Dengan adanya desentralisasi ini 
berarti terdapat pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah, dimana pemerintah 
daerah dapat mengambil kebijakan publik yang sesuai dengan potensi daerah yang 
dimiliki masing-masing. Desentralisasi atau biasa disebut dengan istilah otonomi 
daerah ini diharapkan daerah mampu mengembangkan daerahnya yang juga 
sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakatnya, agar setiap kebijakan 
yang akan diambil, khususnya mengenai pembangunan daerah tidak akan 
mengalami hambatan. 
Sejak diberlakukannya otonomi daerah, setiap daerah di Indonesia, khususnya 
di Provinsi Jawa Timur pun berlomba-lomba untuk membangun daerahnya lebih 
13 
 
baik, dengan harapan seluruh masyarakat di masing-masing daerah tersebut dapat 
memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran. Bertitik tolak dari kenyataan 
tersebut, kesenjangan atau ketimpangan antardaerah merupakan konsekuensi logis 
pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu 
sendiri. Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antardaerah yang berlebihan akan 
menyebabkan pengaruh yang merugikan mendominasi pengaruh yang 
menguntungkan terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan 
proses ketidakseimbangan (Efriza, 2014). 
 
 
d. Perkembangan & Pengembangan Wilayah 
Pembangunan pada hakikatnya adalah pemanfaatan sumber-sumber daya 
yang dimiliki suatu wilayah untuk maksud dan tujuan tertentu. Proses 
pembangunan sangat bergantung pada sumber daya yang tersedia dalam suatu 
wilayah, ketersediaan sumberdaya yang sangat terbatas memerlukan strategi 
pengelolaan yang tepat bagi pelestarian lingkungan hidup agar kemampuan serasi 
dan seimbang untuk mendukung keberlanjutan kehidupan manusia. Pembangunan 
dalam prosesnya akan membentuk optimalisasi, interpendensi, dan interaksi 
antara komponen pembangunan, yaitu sumberdaya alam, sumberdaya manusia, 
tata nilai masyarakat dan teknologi (Muta’ali, 2012). Salah satu tujuan pokok 
pembangunan adalah mengembangkan pembangunan wilayah-wilayah yang ada 
didalamnya terutama dalam hal perkembangan antar wilayah didaerah tersebut 
(Adisasmita, 2010). 
Tingkat perkembangan wilayah pada dasarnya merupakan fungsi dari 
lingkungan alam, penduduk serta kegiatan sosial dan ekonomi. Interaksi yang 
teradi antara fungsi lingkungan alam, penduduk, kegiatan sosial dan ekonomi 
pada gilirannya akan memperngaruhi perkembangan suatu wilayah. (Budiharjo, 
1995). Pengembangan wilayah merupakan seluruh tindakan yang dilakukan dalam 
rangka memanfaatkan potensi-potensi wilayah yang ada, untuk mendapatkan 
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kondisi-kondisi dan tatanan kehidupan yang lebih baik bagi kepentingan 
masyarakat (Mulyanto, 2008). Berbagai kondisi tersebut meliputi kondisi sosial 
dengan mengurangi pengangguran dan menyediakan lapangan kerja serta 
menyediakan sarana prasarana kehidupan yang baik seperti pemukiman, papan, 
fasilitas transportasi, kesehatan, sanitasi, air minum dan lainnya.  
Secara geografis perkembangan wilayah cenderung tidak seimbang, hal ini 
disebabkan karena adanya perbedaan berbagai macam jenis potensi baik sumber 
daya alam maupun sumber daya manusianya. Menurut Muta’ali (2011), teori 
Myrdal menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat 
menyebabkan berbagai kesenjangan. Ada dua kekuatan penting yang 
dikemukakan Myrdal yakni: 
1. wilayah-wilayah yang telah lebih maju menciptakan keadaan yang 
menghambat perkembangan wilayah-wilayah yang masih terbelakang 
(backwash effects), dan 
2. wilayah yang lebih maju menciptakan keadaan yang mendorong 
perkembangan wilayah yang masih terbelakang (spread effects). 
Adapun faktor-faktor yang menyebabkan backwash effects berikut ini. 
1. Corak perpindahan penduduk dari wilayah yang masih terbelakang ke 
wilayah maju. Adanya perkembangan ekonomi di wilayah-wilayah yang 
lebih maju merupakan daya tarik bagi tenaga kerja yang 
berpendidikan/berkualitas untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih 
baik. Dibandingkan dengan wilayah terbelakang, yang ada hanyalah 
orang-orang yang umumnya lebih konservatif. Keadaan demikian tidak 
menguntungkan bagi perkembangan wilayah yang masih terbelakang 
karena setiap saat kehilangan putra-putra daerahnya yang bermutu. 
2. Arus investasi yang tidak seimbang. Permintaan modal di wilayah 
terbelakang biasanya sangat minimal, disamping itu produktivitasnya 
sangat rendah sehingga tidak merangsang bagi penanaman modal dari luar, 
bahkan modal dari dalam justru terus mengalir ke luar (wilayah yang lebih 
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maju) karena lebih terjamin untuk menghasilkan pendapatan yang lebih 
tinggi. 
3. Pola dan aktivitas perdagangan yang didominasi oleh industri-industri di 
wilayah yang lebih maju, sehingga wilayah terbelakang sangat sukar 
mengembangkan pasar bagi hasil-hasil industrinya. 
 
e. Komponen Perkembangan Wilayah 
Menurut Rustiadi (2011), komponen perkembangan wilayah adalah suatu 
pokok bahasan yang mempunyai peranan dalam pencapaian suatu sasaran atau 
tujuan yang telah ditetapkan dalam menganalisis perkembangan wilayah. 
Komponen tersebut harus  merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur 
serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat perkembangan di suatu 
wilayah. Prinsip utama dalam perkembangan wilayah adalah pengembangan 
sektor yang paling potensial sebagai sektor penggerak dan diterapkan pada daerah 
yang tepat sehingga terjadi penjalaran pertumbuhan. Tingkat perkembangan 
wilayah dapat dilihat secara sederhana menggunakan tiga komponen sebagai 
berikut:  
1. Fasilitas Sosial Ekonomi 
Sarana sosial merupakan segala pelayanan yang diselenggarakan oleh 
pemerintah atau non pemerintah yang mempunyai pengaruh langsung atau 
pengaruh nyata menurut fungsi sosial dari pelayanan tersebut kepada 
penggunanya yang meliputi:  
1. fasilitas kesehatan: rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, 
puskesmas keliling, balai pengobatan, apotik, 
2. fasilitas pendidikan: TK, SD, SMP, SMA, SMK, Perguruan Tinggi, dan 
3. fasilitas peribadatan: masjid, mushola, gereja, pura, vihara, klenteng. 
Sarana ekonomi merupakan segala pelayanan yang diselenggarakan oleh 
pemerintah atau non pemerintah yang mempunyai pengaruh langsung atau 
pengaruh nyata yang sangat penting dalam memudahkan kegiatan perekonomian 
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guna menunjang percepatan perkembangan dan pertumbuhan wilayah, yang 
meliputi pasar, warung makan, koperasi, bank, industri. 
2. Kependudukan 
Penduduk merupakan jumlah orang yang bertempa tinggal disuatu wilayah 
pada waktu tertentu fan merupakan hasil dari proses demografi yaitu fertilitas, 
mortalitas dan migrasi. Komposisi penduduk menggambarkan susunan penduduk 
yang dibuat berdasarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik yang 
sama. Beragam pengelompokan dapat atas dasar etnis, agama, kewarganegaraan, 
bahasa, pendidikan, umur, jenis kelamin dan golongan pendapatan. Istilah tertentu 
digunakan untuk komposisi atas dasar karakteristik tertentu, umpamanya struktur 
penduduk dan piramida penduduk bagi komposisi penduduk menurut umur dan 
jenis kelamin, distribusi penduduk bagi komposisi penduduk menurut geografis 
tempat tinggal (Rusli, 2012). Kepadatan penduduk merupakan hasil perbandingan 
antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Antara daerah yang satu dengan 
daerah yang lain tentunya tidak mempunyai tingkat kepadatan yang sama.  
3. Aksesibilitas Wilayah & Luas Wilayah 
Hubungan luas luas wilayah dan perkembangan wilayah berkaitan dengan 
ketersediaan lahan yang masuk dan berkembangnya daerah pertumbuhan yang 
baru, sebagaimana diketahui bahwa luas wilayah bersifat tetap (statis), sedangkan 
manusia dan segala macam kegiatannya senantiasa berkembang dan melakukan 
mobilitas (dinamis). 
a. Jarak Ke Ibukota Kabupaten 
Pengertian terhadap konsep jarak disini harus diperluas tidak sekedar dalam 
pengertian jarak fisik semata dalam tataran yang operasional terdapat berbagai 
konsep jarak, seperti jarak garis lurus terdekat (straight-line distance), jarak jalan 
darat (road-distance), jarak jalan setapak dan sebagainya. Seringkali konsep jarak 
dalam waktu tempuh atau biaya transportasi memiliki pengertian yang lebih 
efektif dan logis untuk berbagai kasus (Rustiadi, 2011). Jarak masing-masing tiap 
kecamatan dengan ibukota kabupaten akan mempengaruhi tingkat perkembangan 
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di setiap wilayah, dimana jarak yang paling dekat dengan ibukota kabupaten 
pastinya akan lebih mudah mendapat pengaruh kekotaan dan mempengaruhi 
tingkat ketersediaan jumlah fasilitas sarana sosial ekonomi di wilayah tersebut.  
b. Panjang Jalan 
Kelancaran transportasi dan kemudahan aksesibilitas dipengaruhi oleh adanya 
prasarana jalan yang memadai dan dalam kondisi yang baik, yaitu panjang jalan. 
Semakin banyak jalan yang menghubungkan antar daerah maka akan semakin 
berkembang daerah tersebut. 
f. Disparitas atau kesenjangan wilayah 
Kesenjangan wilayah merupakan suatu ketidakmerataan akibat dari 
beragamnya karakteristik suatu wilayah (KBBI, 1989). Permasalahan kesenjangan 
antar wilayah merupakan salah satu persoalan pokok yang dihadapi oleh setiap 
daerah. Kesenjangan umumnya  terjadi karena interaksi berbagai faktor yang 
menyebabkan tidak semua daerah mengalami perkembangan yang sama, akan 
tetapi beberapa daerah berkembang lebih cepat daripada daerah yang lain menurut 
kriteria tertentu. Permasalahan kesenjangan antar wilayah ini menjadi salah satu 
permasalahan yang harus diprioritaskan untuk ditangani, sebab sangat terkait 
dengan upaya untuk pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya. 
Pembangunan yang dicapai di daerah yang lebih maju selalu lebih cepat 
dibandingkan daerah terbelakang. Dalam jangka panjang keadaan ini 
menyebabkan jurang tingkat kesejahteraan antar daerah yang lebih kaya dan 
daerah yang lebih miskin bertambah lebar (Sukirno, 1982 dan Muta’ali, 2011). 
Menurut Rustiadi (2011), terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan 
terjadinya disparitas antarwilayah. Faktor-faktor ini terkait dengan varabel-
variabel fisik serta sosial ekonomi wilayah antara lain : (1) Geografi, (2) Sejarah, 
(3) Politik, (4) Kebijakan, (5) Administrasi, (6) Sosial Budaya, (7) Ekonomi. 
Disparitas antarwilayah juga bisa diakibatkan oleh kebijakan pemerintah. Salah 
satu contoh nyata adalah kebijakan pembangunan di beberapa wilayah di 
Indonesia dan beberapa negara lainnya yang lebih menekankan pertumbuhan 
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dengan membangun pusat - pusat pertumbuhan telah menimbulkan kesenjangan 
antarwilayah yang luar biasa. Trickle down effect yang diharapkan secara efektif 
tidak terjadi, namun dalam kenyataannya malah digantikan oleh backwash effect 
yaitu pengurasan sumberdaya secara berlebihan dari wilayah hinterland. 
Ukuran untuk mengetahui adanya kesenjangan perkembangan antar wilayah 
adalah dengan mengetahui diferensiasi perkembangan masing-masing  wilayah 
kecamatan yang ditunjukkan dengan tingkat perkembangannya. Diferensiasi 
perkembangan dari masing-masing wilayah tersebut dapat dilihat dari adanya 
berbagai perbedaan hasil atau jumlah di berbagai sektor pembangunan wilayah, 
seperti jumlah fasilitas sarana sosial ekonomi maupun di sektor basis dan non 
basis.  Nilai kesenjangan yang terjadi antar wilayah dapat diukur menggunakan 
rumus Indeks Williamson. Indeks kesenjangan Williamson akan menghasilkan 
indeks yang lebih besar atau sama dengan nol. Jika semua Yi = Y maka akan 
dihasilkan indeks = 0, yang berarti tidak adanya kesenjangan ekonomi antar 
daerah. Indeks lebih besar dari 0 menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi antar 
wilayah. Semakin besar indeks yang dihasilkan semakin besar tingkat 
kesenjangan antar kecamatan di suatu kabupaten (Rustiadi, 2011). 
Menurut Anwar (1999) dan Rustiadi (2011), disparitas antarwilayah dapat 
ditanggulangi dengan beberapa tahapan reformasi ekonomi yang memperhatikan 
dimensi spasial berikut: 
Tahap Pertama 
1. Redistribusi aset (tanah, kapital, finansial dan lain-lain) 
2. Pengembangan lembaga dan pasar finansial di wilayah pedesaan. 
3. Kebijaksanaan intensif lapangan kerja yang membatasi migrasi penduduk 
dari desa ke kota. 
4. Kebijaksanaan mempertahankan nilai tukar (exchange-rate policy) yang 
mendorong ekspor pertanian menjadi selalu kompetitif. 
5. Pengendalian sebagian (partial controlled) melalui kebijaksanaan 




1. Pembangunan regional berbasis pada pemanfaatan sumberdaya 
wilayahkawasan berdasarkan keunggulan komparatif masing-masing 
wilayah. 
2. Kebijaksanaan (intensif fiskal) mendorong produksi dan distribusi lokal 
kegiatan ekonomi kearah wilayah perdesaan. 
3. Investasi dalam human capital dan social capital serta teknologi berbasis 
perdesaan yang lebih kuat dengan membangun trust fund di daerah-daerah 
untuk dapat membiayai pembangunan human capital dan social capital. 
4. Industrialisasi berbasis di wilayah perdesaan/pertanian (melalui 
pembangunan sistem mikropolitan atau agripolitan), seperti : 
 Industri Pengolahan makanan dan pakan 
 Industri pertanian lain 
 Industri peralatan dan input-input pertanian, serta barang konsumsi 
lain 
Secara berangsur hal ini akan mengurangi disparitas antarwilayah / kawasan 
dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara lebih menyeluruh. 
Keberimbangan antarkawasan menjadi sangat penting, karena keterkaitan yang 
bersifat simetris akan mampu mengurangi disparitas wilayah dan pada akhirnya 
akan memperkuat pembangunan ekonomi wilayah secara menyeluruh. 
Ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah akan mengakibatkan suatu kondisi 
yang tidak stabil. Disparitas antarwilayah telah menimbulkan banyak 
permasalahan sosial, ekonomi dan politik. Kebijakan atau program yang mampu 
mengatasi permasalahan distparsitas wilayah dan perencanaan sangat dibutuhkan 
untuk pembangunan wilayah yang berimbang. Prespektif paradigma keterkaitan 
antarwilayah menyebutkan bahwa kemiskinan di suatu wilayah akan sangat 
berbahaya bagi wilayah lainnya, oleh karenanya kesejahteraan di suatu wilayah 
harus didistribusikan secara adil ke seluruh bagian wilayah (Rustiadi, 2011). 
g. Sektor Unggulan 
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Kebijakan  pembangunan  ekonomi  daerah yang ditetapkan di suatu daerah 
harus disesuaikan dengan kondisi (masalah, kebutuhan, dan potensi) daerah yang 
bersangkutan. Penelitian yang mendalam tentang keadaan tiap daerah harus 
dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang berguna bagi penentuan 
perencanaan pembangunan daerah yang bersangkutan (Arsyad dalam Basuki, 
2009). Perencanaan pembangunan ekonomi yang baik membutuhkan suatu 
perencanaan yang teliti dalam menggunakan sumber – sumber daya publik dan 
swasta serta  sektor - sektor yang berperan dalam proses perencanaan.  
Kemampuan memacu pertumbuhan suatu wilayah sangat tergantung dari 
keunggulan daya saing sektor-sektor ekonomi di wilayahnya. Nilai strategis setiap 
sektor di dalam memacu menjadi pendorong utama (prime mover) pertumbuhan 
ekonomi wilayah berbeda-beda. Sektor ekonomi suatu wilayah dapat dibagi dalam 
dua golongan, yaitu sektor basis dimana kelebihan dan kekurangan yang terjadi 
dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut menyebabkan terjadinya mekanisme 
ekspor dan impur antar wilayah. Industri basis menghasilkan barang dan jasa, baik 
untuk pasar domestik daerah maupun pasar luar daerah. Sektor non basis adalah 
sektor dengan kegiatan ekonomi yang hanya melayani pasar di daerahnya sendiri 
dan kapasitas ekspor daerah belum berkembang (Rustiadi, 2011). 
Potensi aktivitas ekonomi yang merupakan sektor basis dan non basis dapat 
diketahui menggunakan metode location quiotient (LQ), yaitu perbandingan 
relatif antara kemampuan sektor yang sama pada wilayah yang lebih luas. Asumsi 
dalam LQ adalah terdapat sedikit variasi dalam pola pengeluaran secara geografi 
dan produktivitas tenaga kerja seragam serta masing-masing industri 
menghasilkan produk atau jasa yang seragam. Berbagai dasar ukuran dalam 
pemakaian LQ harus disesuaikan dengan kepentingan penelitian dan sumber data 
yang tersedia. Penelitian dimaksudkan untuk mencari sektor yang kegiatan 
ekonominya dapat memberikan kesempatan kerja sebanyak-banyaknya maka yang 
dipakai sebagai dasar ukuran adalah jumlah tenaga kerja sedangkan bila 
keperluannya untuk menaikkan pendapatan daerah, maka pendapatan merupakan 
dasar ukuran yang tepat, sedangkan jika hasil produksi maka hasil jumlah 
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produksi yang dipilih. LQ juga menunjukkan efisiensi wilayah, serta fokus pada 
subtitusi impor yang potensial atau produk dengan potensi ekspansi ekspor. Hal 
ini akan memberikan suatu gambaran tentang industri mana yang terkonsentrasi 
dan industri mana yang tersebar (Shukla, 2000 dan Rustiadi, 2011). 
Perkembangan wilayah dapat diketahui dari efek pengganda yang terbagi atas 
efek pengganda pendapatan dan efek pengganda tenaga kerja, dimana penetapan 
jenis efek pengganda itu sendiri sangat tergantung dari indikator yang akan 
digunakan. Umumnya indikator yang digunakan adalah pendapatan dan tenaga 
kerja. Pengganda pendapatan itu sendiri merupakan aproksimasi terbaik untuk 
mengetahui potensi perubahan kesejahteraan dari suatu aktivitas ekonomi baru. 
Asumsi dasarnya bahwa suatu perubahan di sektor produksi akan menghasikan 
peningkatan pendapatan masyarakat (Blakely, 1994 dan Rustiadi, 2011). 
h. Pendekatan Geografi Dalam Perkembangan Wilayah 
Menurut Yunus, (2009) dalam menelaah persoalan keruangan, Geografi 
memiliki tiga pendekatan utama yaitu analisis spasial, analisis ekologi dan analisis 
komplek wilayah. Pendekatan spasial atau keruangan merupakan suatu metode 
untuk memahami gejala tertentu agar mempunyai pengetahuan yang lebih 
mendalam melalui media ruang yang dalam hal ini variabel ruang mendapat posisi 
utama dalam setiap analisis. Pendekatan keruangan ini memiliki 9 tema da1am 
analisis, yaitu analisis pola keruangan, struktur keruangan, proses keruangan, 
interaksi keruangan, organisasi keruangan, asosiasi keruangan, komparasi 
keruangan, kecenderungan keruangan, dan sinergisme keruangan. Pendekatan 
ekologi adalah teknik analisa geografi dengan mengambil variabel-variabel 
keterkaitan antar organisme dengan lingkungannya baik biotik maupun abiotik. 
Sementara pendekatan kompleks wilayah merupakan teknik analisa geografi yang 
menggunakan gabungan dari pendelatan spasial dan ekologi. 
1.5.2 Penelitian Sebelumnya 
Penelitian yang berjudul “Perkembangan Wilayah Kabupaten Sukoharjo 
Antara Tahun 2008 dan 2013” ditulis oleh Andi Riski Setiawan (2015), bertujuan 
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untuk mengetahui variasi keruangan tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten 
Sukoharjo dan menganalisis faktor-faktor yang berasosiasi dengan variasi 
keruangan tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Sukoharjo antara tahun 
2008 dan 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis 
data sekunder dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari penelitian 
tersebut menunjukkan variasi keruangan tingkat perkembangan wilayah 
Kabupaten Sukoharjo dibagi menjadi tiga (rendah, sedang, tinggi). Perkembangan 
wilayah Kecamatan Weru, Bulu, Tawangsari, Nguter, Polokarto, dan Gatak. 
Kecamatan Bendosari, Sukoharjo, Mojolaban, Baki, Kartasura termasuk kategori 
sedang Kecamatan yang nilai perkembangannya tinggi adalah Kecamatan Grogol. 
Hasil yang keuda yaitu faktor yang berasosiasi dengan variasi perkembangan 
wilayah Kabupaten Sukoharjo adalah fisiografi dan aksesibilitas. Penelitian ini 
yang tidak hanya terfokus mengkaji variasi perkembangan wilayah di Kabupaten 
Pacitan saja, melainkan juga menghitung nilai kesenjangan wilayah serta mencari 
sektor basis dan non basis sekaligus menentukan arahan pengembangan 
pembangunan di Kabupaten Pacitan. 
Penelitian dari Novie Anggraeni (2014) yang mengangkat judul “Analisis 
Disparitas Perkembangan Wilayah Antar Fungsi Pusat Pelayanan Dalam Rencana 
Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 
dan 2011”, bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan wilayah 
berdasarkan fungsi pusat pelayanan  yang telah disusun dalam rencana tata ruang 
wilayah Kabupaten Boyolali, mengetahui tingkat disparitas perkembangan 
wilayah antar fungsi pusat pelayanan, serta mengetahui faktor yang paling 
dominan berpengaruh terhadap perkembangan wilayah. Metode yang digunakan 
berupa deskriptif kuantitatif dengan analisis data sekunder. Perbedaan dengan 
penelitian ini ditinjukkan pada perhitungan tingkat perkembangan pada wilayah 
pusat pelayanan dan administratif kecamatan. Perbedaan dengan penelitian ini 
adalah tidak mencari variabel yang paling dominan mempengaruhi perkembangan 
wilayah, akan tetapi menentukan sektor basis dan non basis guna merumuskan 
arahan pengembangan pembangunan bagi Kabupaten Pacitan.  
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Penelitian yang berjudul ”Analisis Perkembangan Wilayah Dengan Sektor 
Unggulan Di Kota Surakarta Tahun 2019 – 2013” dari Agung Budiarso, 2014, 
bertujuan untuk menentukan sektor unggulan perekonomian Kota Surakarta 
sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam pembangunan ekonomi. Metode 
yang digunakan berupa deskriptif kuantitatif melalui analisis data sekunder. Hasil 
dari penelitian tersebut menjelaskan tingkat perkembangan wilayah berdasarkan 
sektor unggulan yang terdapat pada setiap kecamatan di Kota Surakarta. 
Perbedaan dengan penelitian ini adalah penekanan pada tingkat perkembangan 
wilayah perkecamatan, kesenjangan wilayah dan sektor unggulan untuk 
menentukan arahan pengembangan Kabupaten Pacitan sehingga tidak hanya 
menggunakan satu variabel saja.Paparan penelitian sebelumnya sangat membantu 
pemahaman bagi Peneliti untuk lebih mengenal konsep kajian regional yang telah 
dilakukan, meliputi metode penelitian, telaah pustaka maupun batasan 
operasional. Keaslian penelitian ini telah dibandingkan penelitian sebelumnya 












Tahun 2008 dan 
2013 
1. Mengetahui variasi keruangan tingkat 
perkembangan wilayah di Kabupaten 
Sukoharjo antara tahun 2008 dan 2013 
2. Menganalisis faktor-faktor yang berasosiasi 
dengan variasi keruangan tingkat 
perkembangan wilayah di Kabupaten 







1.Variasi keruangan tingkat perkembangan wilayah 
Kabupaten Sukoharjo dibagi menjadi Kecamatan Weru, 
Bulu, Tawangsari, Nguter, Polokarto, dan Gatak memiliki 
perkembangan rendah. Sedangkan Kecamatan Bendosari, 
Sukoharjo, Mojolaban, Baki, Kartasura memiliki 
perkembangan wilayah sedang. Dan Kecamatan yang nilai 
perkembangannya tinggi adalah Kecamatan Grogol. 
2.Faktor yang berasosiasi dengan variasi perkembangan 















Tengah Tahun 2002 
dan 2011 
1. Mengetahui tingkat perkembangan wilayah 
antar fungsi pusat pelayanan di Kabupaten 
Boyolali 
2. Mengetahui tingkat disparitas 
perkembangan wilayah antar fungsi pusat 
pelayanan di Kabupaten Boyolali 
3. Mengetahui faktor yang paling dominan 








1.Tingkat perkembangan wilayah naik terdapat pada 
Kecamatan Ampel, Karanggede, Sambi dan Wonosegoro. 
Tingkat perkembangan tetap Kecamatan Boyolali, 
Mojosongo, Banyudono, Teras, Simo, Ngembplak, Selo, 
Cepogo, Masuk, Sawit, Nogosari, Klego, Andong dan 
Kemusu. Sedangkan wilayah yang perkembanganya turun 
hanya Kecamatan Juwangi. 
2.Disparitas perkembangan wilayah Kabupaten Boyolali 
termasuk tinggi dengan nilai IW 0,94 pada tahun 2002 dan 
meningkat menjadi 1,52 di tahun 2011. 
3.Variabel yang paling dominan mempengaruhui 
perkembangan wilayah di Kabupate Boyolali adalah 






1. Menentukan Sektor Unggulan 




Hasil analisis Tipologi Klases, Location Quetient  dan Shift 
Share sektor unggulan dengan klasifikasi sektor maju dan 





Tabel 1.4 Penelitian Sebelumnya 
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2015 Sektor Unggulan Di 
Kota Surakarta 
Tahun 2019 – 2013 






lebih cepat dari kota, yaitu Kecamatan Jebres, sektor 
Bangunan di Kecamatan Banjarsari, sektor perdagangan 
hotel restoran di Kecamatan Serengan dan Jebres, sektro 
Keuangan persewaan jasa di Kecamatan Laweyan dan 









2011 dan 2016 
1. mengetahui dan menganalisis tingkat 
perkembangan wilayah perkecamatan di 
Kabupaten Pacitan tahun 2011 dan 2016, 
2. mengetahui dan menganalisis disparitas 
yang terjadi di Kabupaten Pacitan, 
3. mengetahui dan menganalisis sektor 
unggulan basis dan non basis di Kabupaten 
Pacitan, dan 
4. menganalisis arahan pengembangan 











Tingkat perkembangan wilayah Kabupaten Pacitan yang 
trermasuk kategori tinggi adalah di Kecamatan Ngadirojo. 
Perkembangan kategori sedang meliputi Kecamatan 
Donorojo, Punung, Arjosari, Pacitan, dan Tulakan. 
Perkembangan Rendah meliputi Kecamatan Pringkuku, 
Kebonagung, Sudimoro, Nawangan, Badnar, dan 
Tegalombo. 
Disparitas wilayah di Kabupaten Pacitan terdapat tiga 
kategori yaitu disparitas turun meliputi Kecamatan 
Donorojo, Kebonagung, Tulakan, Tegalombo, Bandar, dan 
Nawangan. Disparitas tetap Kecamatan Punung. Disparitas 
Naik meliputi Kecamatan Pringkuku, Pacitan, Arjosari, 
Ngasdirojo dan Sudimoro. 
Sektor unggulan Kabupaten Pacitan pada tahun 2016 
didominasi oleh sektor basis pertanian dan jasa. 
Arahan pembangunan wilayah Kabupaten Pacitan dibagi 
menjadi tiga prioritas, yaitu Prioritas I meliputi Kecamatan 
Donorojo, Punung, Pringkuku, Kebonagung, Nawangan, 
Bandar, Tegalombo dan Sudimoro. Prioritas II meliputi 
Kecamatan Arjosari dan Ngadirojo. Prioritas II meliputi 




Sumber : Peneliti, Tahun 2018 
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1.6 Kerangka Penelitian 
Objek kajian geografi berisi tentang gejala alam (struktur pola, fungsi, proses) 
dan perilaku serta aktivitas budidaya manusia di permukaan bumi, yang dikaji 
lokasinya, integrasinya, persebarannya, perkembangannya, interaksinya, 
interelasinya dalam lingkup analisis keruangan, kewilayahan, ekologis, sistem dan 
sejarah perkembangannya. Kajian mengenai tingkat perkembangan wilayah 
merupakan salah satu pembahasan yang menggunakan pendekatan geografi. 
Pendekatan kompleks wilayah merupakan cara yang lebih tepat digunakan untuk 
mengkaji fenomena geografi regional yang memiliki variabel pengaruh dan 
lingkup multidimensi seperti (ekonomi, budaya, sosial dan politik). 
Pendekatan kompleks wilayah merupakan perpaduan antara pendekatan 
ekologi dan keruangan atau spasial. Pendekatan tersebut terdapat keterkaitan 
antarkomponen wilayah, yaitu aksial, interaksial, dependensial dan 
interdependensial. Analisis dalam penelitian ini tentunya menggunakan 
keterkaitan interaksial dimana setiap komponen yang saling mempengaruhi dalam 
sistem perkembangan wilayah akan dikaji. 
Pembahasan perkembangan wilayah penting dilakukan dalam rangka 
memahami kondisi suatu wilayah sebagai dasar evaluasi maupun perencanaan 
pengembangan wilayah. Setiap daerah mengalami perkembangan wilayah yang 
berbeda-beda sesuai dengan kebijakannya masing-masing. Perumusan kebijakan 
atau perencanaan perkembangan wilayah harus mengikutsertakan keilmuan yang 
bersifat multidisiplin, meliputi bidang ilmu fisik, sosial, politik, ekonomi regional 
hingga perencanaan wilayah. Secara umum terdapat dua unsur penting dalam 
perencanaan yaitu tujuan yang ingin dicapai serta cara untuk mencapainya. 
Penyusunan perencanaan wilayah pada dasarnya bukan merupakan suatu 
keharusan tanpa sebab, melainkan lahir dari adanya kebutuhan untuk kepentingan 
bersama tiap bagian wilayah. 
Perencanaan pengembangan wilayah harus memperhatikan komponen 
perkembangan wilayah, dimana jika salah satu komponen tidak terpenuhi maka 
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perkembangan suatu wilayah akan sulit dicapai. Komponen yang dimaksud 
melputi fasilitas fisik sosial ekonomi, kependudukan serta aksesibilitas wilayah. 
Nilai tinggi rendahnya perkembangan wilayah dapat ditinjau dari kondisi fasilitas 
fisik sosial ekonomi yang terdapat di wilayah tersebut baik jumlah maupun 
kualitasnya harus merata pada setiap wilayah dan secara umum mampu 
menunjang kegiatan penduduk yang ada diwilayah tersebut. Aksesibilitas wilayah 
juga berpengaruh terhadap perkembangan suatu wilayah. Aksesibilitas yang 
dimaksud meliputi luas wilayah, jarak dan panjang jalan dari kecamatan menuju 
pusat ibu kota. Luas wilayah dapat menjadi penentu tinggi rendahnya kepadatan 
penduduk yang nantinya akan menjadi dasar perencanaan penyediaan fasilitas 
fisik wilayah. Jarak dan panjang jalan suatu daerah kecamatan menuju pusat 
ibukota memmpengaruhi mobilitas penduduk untuk melakukan kegiatan ekonomi 
dimana kegiatan tersebut akan berpengaruh terhadap perekonomian wilayah. 
Kecamatan yang jaraknya dekat dengan ibukota kabupaten perkembangannya 
relatif akan lebih tinggi daripada kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten, 
karena perkembangan suatu kota seringkali terkonsentrasi pada pusat kota, 
ditinjau dari kepadatan penduduk daerah tersebut sehingga banyak aktivitas 
perdagangan dan pelayanan berkembang di daerah tersebut sehingga secara 
perlahan wilayah disekitarnya akan ikut berkembang. Perlu dilakukan antisipasi 
pada wilayah yang jauh dari pusat kota agar tidak terjadi kesenjangan sosial 
ekonomi, politik maupun fisik, salah satunya dengan menyediakan fasilitas fisik 
yang baik di setiap kecamatan dengan harapan bisa menciptakan pemerataan 
perkembangan wilayah bahkan memunculkan pusat-pusat pertumbuhan baru. 
Komponen perkembangan wilayah yang tidak memenuhi kebutuhan 
penduduk atau bisa dikatakan persebarannya tidak merata dapat mengakibatkan 
disparitas antarwilayah. Kependudukan juga merupakan faktor terpenting dalam 
perkembangan wilayah, jumlah penduduk mempengaruhi kebutuhan sumber daya 
disuatu wilayah. Kebutuhan tersebut yaitu sandang, pangan, papan bahkan 
pelayanan tidak terelakkan lagi harus terpenuhi untuk kelanjutan hidup manusia. 
Jika terjadi ledakan jumlah penduduk, maka semakin banyak pula kebutuhannya. 
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Permasalahan kesenjangan atau disparitas antarwilayah ini menjadi salah satu 
permasalahan yang harus diprioritaskan untuk ditangani, sebab sangat terkait 
dengan upaya untuk pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya. 
Pembangunan yang dicapai di daerah yang lebih maju selalu lebih cepat 
dibandingkan daerah terbelakang. Keadaan yang demikian akan menyebabkan 
jurang tingkat kesejahteraan antar daerah yang lebih kaya dan daerah yang lebih 
miskin bertambah lebar. 
Tingkat perkembangan wilayah yang tidak merata dan kesenjangan 
antarwilayah dapat ditangani dengan memaksimalkan karakteristik setiap wilayah 
yang berbeda-beda untuk dijadikan suatu potensi dalam bentuk sektor unggulan 
seperti halnya pertanian, industri, pariwisata dan lain-lain dengan harapan sektor 
tersebut mampu meningkatkan kondisi perekonomian suatu wilayah. Sektor 
ekonomi suatu wilayah dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu sektor basis 
dimana kelebihan dan kekurangan yang terjadi dalam proses pemenuhan 
kebutuhan tersebut menyebabkan terjadinya mekanisme ekspor dan impur antar 
wilayah. Andustri basis menghasilkan barang dan jasa,  baik untuk pasar domestik 
daerah maupun pasar luar daerah. Sektor non basis adalah sektor dengan kegiatan 
ekonomi yang hanya melayani pasar di daerahnya sendiri dan kapasitas ekspor 
daerah belum berkembang. Sektor unggulan dari masing-masing wilayah dapat 
menentukan arahan pengembangan pembangunan wilayah melalui prioritas 
pengembangan wilyah berdasarkan potensi atau sektor yang dapat dikembangkan 
selain pemenuhan fasilitas pelayanan publik dan penyediaan aksesibilitas wilayah 
yang baik. 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pacitan telah 
menerangkan mengenai kebijakan pengembangan wilayahnya, baik dalam 
struktur ruang maupun pemerataam wilayah. Realisasi pemerataan wilayah masih 
belum tercapai dengan baik karena kesenjangan antar wilayah masih saja terjadi. 
Terutama kecenderungan perkembangan wilayah terpusat pada ibukota 
kabupaten, baik ditinjau dari jumlah penduduk, aksesibilitas maupun jumlah 
sarana dan prasarana. Penulis mencoba mengkaji serta menganalisis tingkat 
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perkembangan dan disparitas yang terjadi di Kabupaten Pacitan sekaligus 
menentukan sektor unggulan basis dan non basis. Lebih jelasnya kerangka 
penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut. 
Gambar 1.3 Kerangka Penelitian 





Geografi Regional Kebijakan Rencana Tata 
Ruang Wilayah 




Sarana Sosial Ekonomi 
Kependudukan 
Aksesibilitas Wilayah 


























1.6 Batasan Operasional 
Wilayah merupakan unit geografis dengan batasan spesifik tertentu dimana 
komponen-komponennya memiliki arti di dalam pendeskripsian 
perencanaan dan pengelolaan sumber daya pembangunan (Rustiadi, 2011). 
Perencanaan merupakan suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai dimasa 
yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk 
mencapainya (Kay and Alder dalam Rustiadi, 2011). 
Pembangunan merupakan upaya sistematis sekaligus berkesinambungan untuk 
menciptakan keadaan yang dapat menyediakan alternatif untuk menuju 
kondisi yang lebih baik (Mulyanto, 2008). 
Perkembangan Wilayah adalah usaha-usaha tertentu untuk mengubah kondisi 
wilayah yang ada menjadi lebih baik (Peneliti, 2018) 
Disparitas Wilayah merupakan kesenjangan pembangunan antar wilayah sebagai 
akibat investasi dan sumberdaya terserap serta terkonsentrasi di perkotaan 
dan pusat-pusat pertumbuhan, sementara wilayah-wilayah hinterland 
mengalami pengurasan sumberdaya yang berlebihan (Rustiadi, 2011). 
Tingkat Pekembangan Wilayah adalah ukuran secara relative yang menyatakan 
kemajuan yang dicapai oleh suatu wilayah sebagai hasil aktivitas 
pembangunan dibandingkan dengan wilayah lainnya (Sabari, 2009). 
